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ABSTRACT

The health efforts provided to the pilgrims in all the activities of organizing the pilgrimage from the first stage to
the third stage are carried out in curative and rehabilitative forms. Achieving quality Hajj health services requires
management that regulates the implementation of Hajj health services. The purpose of this study was to examine
the management of health services for pilgrims at Kalisat Public Health Center, Jember Regency using the theory
of Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting (POSDCORB). This
research was a case study research with a qualitative approach. The key informants in this study were 2 people
consisting of the Hajj Health Coordinator of the Jember District Health Office and the Head of the Kalisat Health
Center; the main informants consisted of 2 people, namely the Kalisat Health Center Hajj Coordinator and health
center officers; while the additional informants consisted of 3 pilgrims in Kalisat District. Data were collected
through in-depth interviews and document studies. Based on the results of the study, it was known that most of the
informants understand the process of planning and management of hajj health services carried out at the health
center, and there are still a few problems regarding the misunderstanding of hajj pilgrims.
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ABSTRAK

Upaya kesehatan yang diberikan kepada jamaah haji pada seluruh kegiatan penyelenggaraan ibadah haji mulai
dari tahap pertama hingga tahap ketiga dilakukan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif. Tercapainya pelayanan
kesehatan haji yang berkualitas memerlukan manajemen yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan haji.
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengelolaan pelayanan kesehatan jamaah haji di Puskesmas Kalisat,
Kabupaten Jember menggunakan teori Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan
Budgeting (POSDCORB). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.
Informan kunci dalam penelitian ini adalah 2 orang yang terdiri atas koordinator kesehatan haji Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember dan Kepala Puskesmas Kalisat; informan utama terdiri dari 2 orang yaitu Koordinator
Kesehatan Haji Puskesmas Kalisat dan petugas puskesmas; sedangkan informan tambahan terdiri dari 3 jamaah
haji di Kecamatan Kalisat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan
hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar informan memahami proses perencanaan dan manajemen
pelayanan kesehatan haji yang dilakukan di puskesmas, dan masih terdapat sedikit masalah tentang
ketidakpahaman jamaah haji.

Kata kunci: manajemen pelayanan kesehatan haji; perencanaan; pengorganisasian

PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Agama RI, @ upaya kesehatan yang dilakukan kepada jamaah haji pada seluruh
kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif, meliputi pemberian vaksinasi
sebelum jamaah diberangkatkan ke tanah suci, pemeriksaan dan pengecekan kesehatan jamaah haji secara berkala
pada saat sebelum keberangkatan, pada saat di tanah suci, dan saat tiba kembali di Indonesia dari kemungkinan
terkena penyakit menular atau virus selama di tanah suci merupakan definisi dari pelayanan kesehatan jamaah
haji. @ Pelaksanaan pelayanan kesehatan haji dilakukan di puskesmas atau klinik, rumah sakit pada setiap
kabupaten/kota, perjalanan, embarkasi/debarkasi, dan rumah sakit rujukan. Dinas kesehatan kabupaten akan
meninjau hasil dari pelayanan kesehatan haji yang dilakukan di setiap puskesmas untuk dilakukan validasi dan
evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini disebutkan dalam Permenkes RI Nomor 62 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji. ©

Menurut peraturan Menkes RI, @ status kesehatan jamaah haji sebelum melakukan ibadah haji dipastikan
dalam pelayanan kesehatan haji yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari turunnya kesehatan jamaah
haji dan menekan angka kematian jamaah haji pada saat berada di Arab Saudi. Tercapainya pelayanan kesehatan
haji yang berkualitas, diperlukan manajemen yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan haji. Manajemen
pelayanan kesehatan haji merupakan proses serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan menyeluruh untuk
mengatur seluruh sumber daya manusia baik petugas kesehatan maupun non-petugas kesehatan dalam melakukan
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perencanaan, pelaksanaan, sampai penganggaran seluruh kegiatan pelayanan kesehatan haji agar dapat
meningkatkan derajat kesehatan jamaah haji. ® Tahap pertama dalam menetapkan status kesehatan jamaah haji
risiko tinggi dan atau tidak risiko tinggi. Pemeriksaan kesehatan haji tahap kedua yaitu menetapkan status
kesehatan jamaah haji memenuhi syarat Istithaah dan tidak memenuhi syarat Istithaah kesehatan haji. Selanjutnya
pemeriksaan tahap ketiga, dilakukan di Embarkasi Bidang Kesehatan.

Menurut Undang-Undang Rl Nomor 13 tahun 2008, “ hasil dari evaluasi pelayanan kesehatan bagi jamaah
haji Kabupaten Jember tahun 2017 menyebutkan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan
oleh petugas puskesmas dengan kabupaten, sehingga terdapat calon jamaah haji yang tidak memenuhi syarat
Istithaah tetap diberangkatkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketetapan tahap kedua pemeriksaan kesehatan haji,
yang menyebutkan bahwa jamaah haji yang diberangkatkan harus memenuhi syarat Istithaah kesehatan haji.
Banyak jamaah yang tidak melakukan rujukan. Persiapan petugas dibeberapa Puskesmas dalam validasi maupun
penyiapan logistik jamaah haji mengalami keterlambatan. Hasil monitoring kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember yang disampaikan oleh petugas bagian pelayanan kesehatan haji tahun 2018,
manajemen pelayanan kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan haji di Kabupaten Jember masih
terdapat kesenjangan antara pihak dinas kesehatan kabupaten dengan pihak puskesmas dalam pelaksanaan sistem
baru pelayanan kesehatan haji dan kesenjangan antara hasil dari data pada aplikasi sistem informasi kesehatan
jamaah haji Indonesia yaitu aplikasi Siskohatkes dengan hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji, serta dokumen
hasil pemeriksaan jamaah haji tidak terarsip dengan baik. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala
bagian pelayanan kesehatan haji Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, pemeriksaan kesehatan jamaah haji
khususnya pemeriksaan kesehatan jiwa masih kurang. Jamaah haji risiko tinggi yang memerlukan rujukan tidak
termonitoring dengan baik oleh pihak pelayanan kesehatan haji, sehingga jamaah haji risiko tinggi yang
memerlukan rujukan belum terjangkau seluruhnya. Dilihat dari asal embarkasi haji, Surabaya menjadi embarkasi
dengan angka jamaah haji wafat paling tinggi yaitu 57 orang, dibandingkan dengan embarkasi Solo sejumlah 56
orang, dan Jakarta-Bekasi 43 orang, namun sebelumnya pada tahun 2018 jamaah haji wafat dari embarkasi
Surabaya sejumlah 140 orang (Kementerian Agama, 2018). Sedangkan jamaah haji wafat di Kabupaten Jember
tahun 2017 sejumlah 12 orang, pada tahun 2018 sejumlah 4 orang, dan pada tahun 2019 sejumlah 7 orang.
Kabupaten Jember pada tahun 2018 memiliki jamaah haji risti dan lansia dengan persentase lebih dari setengah
jamaah haji non risti dan non lansia. Dimana jamaah haji risti memiliki persentase 51%, sedangkan jamaah haji
non risti 49%. Jamaah haji risti lansia memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 54%, sedangkan jamaah haji
non lansia 46%.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji memerlukan tenaga kesehatan dalam jumlah, jenis,
kualifikasi yang sesuai, dan diharapkan mampu memberikan Kinerja secara optimal dalam menekan angka
kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) pada jamaah haji. Selain terdapat masalah terkait
pengelolaan pelayanan kesehatan, ditemukan pula masalah yang berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah.
Namun faktor terpenting terkait masalah pengelolaan pelayanan kesehatan haji adalah dari segi tenaga kesehatan
itu sendiri. ©

Menurut Kemenkes RI, ® penguatan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji sangat diperlukan untuk
mencapai pelayanan kesehatan haji yang berkualitas. Penguatan manajemen penyelenggaraan dilakukan dengan
meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia, melakukan pengembangan pada sistem informasi kesehatan,
serta melakukan koordinasi dan pengelolaan teknis penunjang penyelenggaraan kesehatan haji dengan segala
persiapannya di Arab Saudi. Tim penyelenggaraan kesehatan haji harus melakukan perencanaan dan penetapan
fasilitas pelayanan kesehatan haji disetiap daerah kabupaten/kota, mulai dari pemeriksaan tahap pertama dan tahap
kedua, melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain (rumah sakit) untuk tindak lanjut terhadap jamaah
haji risiko tinggi, melakukan koordinasi dan pelaporan antara petugas puskesmas dengan petugas dinas kesehatan
kabupaten, melakukan vaksinasi serta melengkapi dokumen pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan melakukan
entry diaplikasi Siskohatkes. Penguatan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji ini disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji ® Terdapat lima puskesmas
masih dalam garis merah yang berarti puskesmas tersebut belum melakukan pelayanan kesehatan jamaah haji
seperti apa yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten. Kelima puskesmas tersebut adalah Puskesmas
Gumukmas, Puskesmas Ambulu, Puskesmas Silo 2, Puskesmas Kalisat, dan Puskesmas Gladakpakem. Data ini
didapatkan dalam hasil validasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Jember pada tahun 2018.

Studi pendahuluan menyebutkan bahwa Puskesmas Gumukmas tidak melengkapi dokumen pemeriksaan
kesehatan jamaah haji dan berkas penunjang pemeriksaan tidak ada. Puskesmas Ambulu jamaah haji risiko tinggi
belum melakukan rujukan pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua dan tidak ada kesesuaian antara
hasil pemeriksaan dengan hasil entry Siskohatkes. Puskesmas Silo 2 terdapat 30 jamaah haji risiko tinggi tidak
dilakukan rujukan dan terdapat penderita TB belum dilakukan BT A. Puskesmas Gladakpakem terdapat 17 jamaah
haji yang belum dirujuk, kelengkapan berkas pemeriksaan kesehatan tidak dilengkapi, dan masih terdapat jamaah
haji yang belum dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dari kelima puskesmas tersebut, Puskesmas Kalisat memiliki
tingkat hasil validasi paling banyak, yaitu data pemeriksaan penunjang tidak dilampirkan, penderita kusta belum
didiagnosis, tidak melengkapi dokumen pemeriksaan tahap pertama dan kedua.
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Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian untuk mengetahui manajemen pelayanan kesehatan
jamaah haji mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan, pengkoordinasian,
pelaporan, serta pembiayaan pada pelayanan kesehatan haji yang dilakukan oleh Puskesmas Kalisat yang belum
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 7% Penelitian ini dilakukan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Puskesmas Kalisat pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2019.
Informan kunci dalam penelitian ini adalah 2 orang yang terdiri atas Koordinator Kesehatan Haji Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember dan Kepala Puskesmas Kalisat; informan utama terdiri dari 2 orang yaitu Koordinator
Kesehatan Haji Puskesmas Kalisat dan petugas kesehatan haji. Selain informan kunci dan utama, peneliti juga
mewawancarai informan tambahanyaitu 2 jamaah haji yang menjalani pemeriksaan kesehatan haji di Puskesmas
Kalisat. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. ©19 Informan
tambahan juga diperlukan dalam proses triangulasi informasi yang didapatkan.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara mendalam dengan pertanyaan
terkait manajemen pelayanan kesehatan haji yang dilakukan di Puskesmas Kalisat yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengkoordinasian, pengarahan, pelaporan, dan penganggaran. Dalam
penelitian ini, tahapan analisis data adalah mereduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan yang
dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat dalam kutipan langsung. Untuk artikel penelitian, metode harus memuat
jenis dan/atau rancangan penelitian, waktu dan lokasi studi, populasi dan sampel, variabel, cara pengumpulan data
untuk masing-masing variabel, metode analisis data, serta kelaikan etik.

HASIL
Perencanaan

Informan kunci dan informan utama dapat memahami bagaimana proses perencanaan yang dilakukan.
Mereka mampu menjelaskan bagaimana proses perencanaan berjalan, kegiatan apa saja yang dilakukan, dan
bagaimana tahapan yang dilakukan. Semua informan mengatakan bahwa perencanaan dalam pelayanan kesehatan
haji yang ada di Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah
Kesehatan Jamaah Haji dan Permenkes Nomor 62 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

“... pelaksanaan manajemen pada umunya yang kita lakukan ya secara PDCA ya yang Plan, Do, Check, Action
ya..”
(IK 2, perempuan, 35 tahun).

Informan mengatakan bahwa puskesmas melaksanakan manajemen pelayanan kesehatan haji secara
PDCA vyaitu Plan, Do, Check, Action. Puskesmas sudah mempersiapkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan
haji dalam penyusunan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) tahunan puskesmas.

Pengorganisasian

Struktur organisasi tim penyelenggara kesehatan haji dinas kesehatan kabupaten dibuat berdasarkan
keputusan bupati dan tertulis dalam surat keputusan bupati. Struktur organisasi meliputi beberapa jabatan dalam
tim yang terdiri dari pengarah kegiatan yaitu bupati dan wakil bupati, penanggungjawab kegiatan yaitu sekretaris
daerah kabupaten, ketua tim penyelenggara kesehatan haji yaitu kepala dinas kabupaten, wakil ketua tim
penyelenggara kesehatan haji yaitu kepala kantor kementerian agama kabupaten, sekretaris tim penyelenggara
kesehatan haji yaitu kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) dinas kesehatan kabupaten, dan
anggota yang terdiri dari beberapa petugas dari dinas kesehatan kabupaten.

Pengadaan Tenaga Kerja

Perekrutan tenaga kerja dalam setiap pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji disesuaikan dengan
bidangnya pada saat melakukan pemeriksaan seperti biasa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pemeriksaan
kesehatan haji dilakukan oleh dokter puskesmas, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
dalam yang dilakukan oleh perawat maupun bidan, serta pelayanan kesehatan lain yang dilakukan oleh anggota
lainnya.

“... jadi kepala puskesmas yang memberi surat tugas, terus dipilih oleh koordinator program haji dengan
sepengetahuan kepala puskesmas. Diambil dari petugas sini aja..”
(U 1, perempuan, 52 tahun).

Perekrutan ini dipimpin oleh koordinator haji puskesmas dengan pengawasan kepala puskesmas,
ditentukan berdasarkan spesifikasi fungsi dan tugas masing-masing sesuai kedudukan posisinya untuk mengisi
formas pelaksana pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji.

Pengarahan
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Pengarahan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh petugas kesehatan haji yang terlibat dalam
pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji dalam satu ruangan sebelum dilakukannya kegiatan. Pengarahan
dilakukan oleh pimpinan kepada koordinator haji dan koordinator haji dengan tim namun tetap dalam pengawasan
pimpinan. Pengarahan yang dilakukan bukan hanya dilaksanakan sebelum kegiatan pemeriksaan dan pelayanan
kesehatan haji, tetapi juga dilakukan pada pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Pengarahan dilakukan oleh
dinas kesehatan kabupaten sebagai bentuk instruksi pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pada
seluruh jamaah haji yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena telah menjadi program nasional setiap
tahun.

*“... ada pembinaan, penyuluhannya secara individu tu terakhir ketika kita memberikan kartu kesehatan jamaah
haji..”
(U 1, perempuan, 52 tahun).

Pengarahan yang dilakukan kepada jamaah haji dalam bentuk pembinaan kesehatan haji. Kegiatan

pembinaan kesehatan haji dalam dilakukan dalam bentuk sosialisasi maupun penyuluhan.

Pengkoordinasian

Puskesmas melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten, rumah sakit, dan laboratorium dalam
rangka optimalisasi manajemen pelayanan kesehatan haji. Koordinasi antara puskesmas dan dinas kesehatan
kabupaten ditunjukkan melalui peran dinas kesehatan kabupaten dalam melakukan validasi serta pemberian
informasi terkait jumlah jamaah haji yang harus diberangkatkan dan pemberian pedoman penyelenggaraan
kesehatan haji. Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji yang dilakukan oleh puskesmas dilakukan
berdasarkan instruksi dari dinas kesehatan kabupaten. Dinas kesehatan kabupaten melakukan koordinasi dengan
kementerian agama terkait jumlah jamaah haji yang akan diberangkatkan dan dengan TKHI terkait evaluasi dan
validasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh puskesmas.

Pelaporan

Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kepada seluruh puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatan haji dilakukan dengan validasi. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang diisi dalam
aplikasi Siskohatkes sudah benar dan seluruh jamaah yang terdata sudah melakukan serangkaian pelayanan dan
pemeriksaan kesehatan haji. Namun pada saat pelasanaan validasi, puskesmas harus membawa berkas tertulis
yang diserahkan oleh TKHI sebagai bentuk dari pengecekan dan evaluasi kesehatan pada jamaah haji.

“...untuk pelaporan di puskesmas kita ada ya tertulis dari masing-masing tim, tiap bulan itu kita evaluasi
pelaporan hanya sampai di puskesmas saja, ke Kapus saja.”
(U 1, perempuan, 52 tahun).

Pelaporan tertulis dilakukan oleh tim petugas kesehatan haji di puskesmas setiap selesai melakukan

pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji. Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk dari evaluasi kerja tim.

Penganggaran

Sistem penganggarannya berdasarkan surat keputusan bupati (SK Bupati) tentang biaya pemeriksaan
kesehatan jamaah haji Kabupaten Jember tahun 2018.
“... penganggarannya kan ada tarifnya, tarifnya biaya pemeriksaan itu kan ada SK Bupati itu..”
(IK 1, laki-laki, 43 tahun).

Rincian biaya pemeriksaan kesehatan jamaah haji Kabupaten Jember terdapat dalam SK bupati, apabila
ada perubahan penggaran maka dinas kesehatan kabupaten akan menginformasikan kembali keseluruh
koordinator haji puskesmas.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunujukkan bahwa pada proses perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji @ dan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji. © Informan
kunci dan informan tambahan memahami seluruh manajemen pelayanan kesehatan haji yang dilakukan di
Puskesmas Kalisat. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan pemeriksaan yang telah diberikan ke
jamaah haji. Namun pada perencanaan masih terdapat kendala hingga sekarang. Kendala tersebut di antaranya
masih terdapat jamaah haji yang belum mendaftar sebagai peserta JKN yaitu BPJS Kesehatan. Hal ini
bertentangan dengan PERMENKES yang menjadi acuan karena didalam PERMENKES disebutkan bahwa
kepemilikan BPJS Kesehatan bagi seluruh jamaah haji diwajibkan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai
yang telah ditentukan. Kendala selanjutnya terkait jamaah haji yang tidak datang pada waktu pemeriksaan
kesehatan haji dilakukan. Hal ini sangat dapat mempersulit jamaah haji itu sendiri karena apabila jamaah haji
tidak datang pada saat jadwal yang telah ditentukan, maka jamaah haji tersebut akan melakukan pemeriksaan
laboratorium di laboratorium Piramida. Kendala lainnya terkait jamaah haji yang telah meninggal dunia namun
masih tetap dipanggil sestiap tahunnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan haji. Jika jamaah haji datanya
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tidak segera dihilangkan maka akan menambah jamaah haji susulan yang lebih banyak, mengakibatkan jamaah
haji tersebut tidak mendapatkan pelayanan kesehatan haji yang maksimal seperti jamaah asli lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan pada pengorganisasian meliputi beberapa jabatan dalam tim yang terdiri dari
pengarah kegiatan yaitu bupati dan wakil bupati, penanggungjawab kegiatan yaitu sekretaris daerah kabupaten,
ketua tim penyelenggara kesehatan haji yaitu kepala dinas kabupaten, wakil ketua tim penyelenggara kesehatan
haji yaitu kepala kantor kementerian agama kabupaten, sekretaris tim penyelenggara kesehatan haji yaitu kepala
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) dinas kesehatan kabupaten, dan anggota yang terdiri dari
beberapa petugas dari dinas kesehatan kabupaten. Pihak dinas kesehatan kabupaten yang melaksanakan
penyelenggaraan kesehatan haji beserta anggotanya melaporkan seluruh hasil kegiatan kepengarah dan ketua tim
penyelenggara kesehatan haji. Pengorganisasian dalam fungsi manajemen yang digunakan di puskesmas pada saat
pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji dilakukan di aula puskesmas dengan membentuk stand-stand
pemeriksaan. Pengorganisasian memiliki permasalahan terkait alat laboratorium yang sering rusak yaitu pipet dan
tabung reaksi yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan haji. Responden mengatakan bahwa alat-alat
laboratorium mudah rusak sehingga dapat sedikit menghambat proses pengisian data terkait hasil dari
pemeriksaan laboratorium. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah puskesmas dapat menyediakan
sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan yang sesuai standar yaitu dapat digunakan dengan baik dalam
pemeriksaan laboratorium.

Perekrutan tenaga Kkerja diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah kegiatan yang
dilakukan. Pengadaan tenaga kerja di puskesmas terdiri dari dokter yaitu kepala puskesmas, paramedis pria satu
orang, paramedis wanita atau bidan tiga orang, petugas laboratorium tujuh orang, petugas administrasi dua orang,
petugas penyuluh satu orang, petugas pembinaan kesehatan jasmani satu orang, petugas surveillance satu orang,
petugas konseling dua orang, petugas kesehatan jiwa satu orang, petugas EKG empat orang, petugas pemeriksaan
fisik tiga orang, petugas pemeriksaan dalam dua orang, petugas pendaftaran dua orang, dan petugas anamnesis
empat orang. Hal ini sudah sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan pelayanan
kesehatan bagi seluruh jamaah haji. Puskesmas memiliki masalah pada kurangnya petugas laboratorium.
Responden mengatakan bahwa seringkali petugas laboratorium itu kekurangan orang untuk menangani
pemeriksaan laboratorium seluruh jamaah haji. Petugas laboratorium ada lima petugas yang menangani
pemeriksaan laboratorium urine dan darah, dan ada tambahan dua petugas laboratorium dari Piramida. Namun
untuk menangani 111 jamaah haji pada saat pemeriksaan, petugas seringkali mengalami kesulitan. Rekomendasi
yang dapat peneliti berikan adalah dengan menambah jumlah petugas kesehatan haji dari petugas puskesmas yang
belum terlibat dalam pemeriksaan kesehatan haji sebelumnya, setelah adanya laporan dan evaluasi terkait
kurangnya petugas kesehatan pada saat pemeriksaan haji.

Pengarahan dilakukan antara koordinator haji dengan tim dilaksanakan dua atau satu hari sebelum kegiatan
dimulai. Namun pengarahan dari kepala puskesmas selaku pimpinan kepada koordinator haji dilakukan satu
sampai dua minggu sebelum pengarahan kepada tim dan kegiatan dilaksanakan. Proses pengarahan dilakukan
dengan membagi tugas, memastikan anggota tim, dan memberikan penjelasan-penjelasan secara singkat mengenai
kegiatan yang akan dilakukan serta apa saja yang harus dilakukan oleh tim dalam menangani seluruh jamaah haji.
Pengarahan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten sebagai bentuk instruksi pelaksanaan pemeriksaan dan
pelayanan kesehatan pada seluruh jamaah haji yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena telah menjadi
program nasional setiap tahun. Pengarahan yang dilakukan kepada jamaah haji dalam bentuk pembinaan
kesehatan haji. Pengarahan pada jamaah haji masih belum dimaksimalkan terkait pengarahan tentang JKN yang
diwajibkan oleh jamaah haji. namun sampai pada saat keberangkatan masih terdapat jamaah haji yang belum
terdaftar dalam kepesertaan JKN. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yaitu berupa sosialisasi dan
penyuluhan terkait wajibnya kepemilikan JKN bagi seluruh jamaah haji. Oleh karena itu, pihak dinas kesehatan
dan puskesmas harus melakukan kerjasama dalam memberikan sosialisasi yang lebih mendalam. dan secara terus-
menerus agar seluruh jamaah haji tidak lagi mengabaikan pentingnya menjadi peserta JKN yaitu BPJS Kesehatan
pada saat keberangkatan haji.

Hasil penelitian menunjukkan pada pengkoordinasian yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan puskesmas
terkait instruksi penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji dan validasi hasil pemeriksaan kesehatan haji yang
telah dilakukan oleh puskesmas. Dinas kesehatan kabupaten akan melakukan koordinasi dengan koordinator haji
puskesmas dengan melakukan pertemuan rutin yang diikuti oleh seluruh koordinator haji puskesmas di Kabupaten
Jember sebelum pelaksanaan serangkaian kegiatan. Dinas kesehatan kabupaten melakukan koordinasi dengan
kementerian agama terkait jumlah jamaah haji yang akan diberangkatkan, dan menginformasikannya ke
puskesmas untuk segera dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji. Selain dengan kementerian agama,
dinas kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam dalam
melaksanakan validasi kepada seluruh puskesmas untuk dapat ditindak lanjuti dalam evaluasi. Seluruh berkas
hasil pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji dari puskesmas diserahkan ke TKHI untuk dilakukan pengecekan
dan evaluasi. Pihak puskesmas juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit terkait dengan rontgen yang
dilakukan kepada seluruh jamaah haji dan bekerjasama dengan petugas laboratorium dari luar yaitu dari
laboratorium Piramida. Keterbatasan pada pengarahan adalah kurangnya koordinasi pihak kementerian agama
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dengan dinas kesehatan pada saat adanya jamaah haji yang sudah meninggal dunia sebelum keberangkatan namun
masih mendapat panggilan disetiap tahunnya. Hal ini terlihat bahwa tidak ada pengecekan data jamaah haji yang
diberangkatkan setiap tahunnya. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak dinas kesehatan dan
kementerian agama dapat melakukan koordinasi untuk dilakukannya penelurusan terkait jamaah haji yang masih
mendapat panggilan setiap tahunnya namun data pada saat pemeriksaan tidak ada.

Pelaporan dalam penelitian ini meliputi pelaporan tertulis maupun pelaporan langsung melalui aplikasi
Siskohatkes lalu dinas kesehatan akan melakukan validasi kepada seluruh puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatan haji dilakukan dengan validasi. Validasi merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan untuk
memastikan data yang diisi dalam aplikasi Siskohatkes sudah benar dan seluruh jamaah yang terdata sudah
melakukan serangkaian pelayanan dan pemeriksaan kesehatan haji. Namun pada saat pelasanaan validasi,
puskesmas harus membawa berkas tertulis. Pelaporan tertulis di puskesmas dilakukan sebagai bentuk dari evaluasi
kerja tim pada saat melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji. Hasil dari evaluasi tim dilaporkan dan
diserahkan kepada koordinator haji. Koordinator kesehatan haji akan melakukan pengecekan ulang terkait
pelayanan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim. Selanjutnya koordinator haji akan melakukan evaluasi
kepada seluruh petugas kesehatan haji dengan kepala puskesmas setiap sebulan sekali. Pengecekan juga dilakukan
pada saat jamaah haji kembali ke Indonesia, yaitu dengan melakukan pelacakan ke rumah-rumah jamaah haji
untuk melakukan pengisian data terkait kesehatan jamaah haji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penganggarannya berdasarkan surat keputusan bupati (SK
Bupati) tentang biaya pemeriksaan kesehatan jamaah haji Kabupaten Jember tahun 2018. Hasil dokumentasi
menunjukan rincian biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji harus sesuai dengan rincian biaya pemeriksaan
kesehatan jamaah haji Kabupaten Jember tahun 2018 dan 2019 pada tahap pemeriksaan pertama da kedua.
Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji manajemen puskesmas memiliki dana praktis atau dana
cadangan yang berasal dari BOK. Untuk tambahan biaya terkait imunisasi atau vaksinasi pada saat pelayanan
kesehatan haji sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh jamaah haji.

KESIMPULAN

Perencanaan dalam penyelenggaraan kesehatan haji dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah, namun
masih terdapat jamaah haji yang tidak terdaftar dalam BPJS kesehatan. Pengorganisasian tim penyelenggaran
kesehatan haji Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan susunan panitia pelaksana pemeriksaan kesehatan calon
jamaah haji di puskesmas tertulis dalam surat keputusan bupati. Perekrutan tenaga kerja pada pemeriksaan dan
pelayanan kesehatan haji di puskesmas dibentuk menjadi tim terpadu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.
Pengarahan dilakukan dalam bentuk briefing dan mengumpulkan seluruh koordinator program haji sebelum
kegiatan dilaksanakan, sedangkan pengarahan kepada jamaah haji telah dilakukan dalam bentuk pembinaan
terkait kesehatan haji. Puskesmas melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit, dan laboratorium
Piramida, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan
TKHI. Pelaporan penyelenggaran kesehatan haji puskesmas kepada dinas kesehatan dilakukan melalui sistem
aplikasi Siskohatkes yang kemudian dilakukan validasi dan evaluasi. Sistem penganggaran untuk serangkaian
penyelenggaraan kesehatan haji ditentukan berdasarkan surat keputusan bupati (SK Bupati) tentang biaya
pemeriksaan kesehatan jamaah haji Kabupaten Jember tahun 2018.
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